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layanan publik tidak saja

tl ini mengantar kita untuk membicarakan
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Good Governance. Usaha meningkatkan layanan  publik
di Indonesia juga mulai melibackan banyak pihak atau
stakeholders (Haryanto, 2006). Pertanyaan lebih lanjur yang
mﬁng’_ dibicarakan berhubungan dengan penelitian ini
dalah siapa sesungguhnya yang disebut stakeholders. Mercka
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kererlibaran banyak aktor dalam pelayanan publik, di tubuh
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Buku ini lebih khusus membahas bekerjanya kekuasaan dalam
hubungan pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelayanan publik di
terminal Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, secara
khusus etnografi. Upaya membaca data penelitian memanfaatkan
pendekatan pluralis yang melihat kekuasaan tersebar di dalam
masyarakat, sehingga yang menjadi fokus adalah strategi dan teknik
kekuasaan. Pemikiran Foucault dan Bourdieu dimanfaatkan untuk
mengarahkan analisis yang dilkakukan. Terdapat beberapa poin
penting yang dapat disimpulkan dari kajian buku ini. Pertama,
kekuasaan bekerja tidak secara langsung tetapi melalui teknologi
pengaturan tindakan pelaku baik dengan cara menyesuaikan diri
dengan aturan main yang disepakati maupun menyesuaikan diri
dengan posisi masing-masing. Kedua, relasi kekuasaan pelaku-pelaku
adalah tersebar dan bersifat kompleks.

Di kalangan petugas DLLA| terjadi fragmentasi dalam relasi atasan-
bawahan, antara kelompok yang mendukung pimpinan dan tidak. Juga
karena variasi latar belakang seperti jaminan keamanan ekonomi,
status kepegawaian (PNS, TKK dan hgnorer} etnis, teman angkatan,
solidaritas unit-unit pelayanan (administrasi, _',j;j jidanialur) Relasi
antar instansi resmi (DLLA)J, Pospol dan DKLH) diwarnai oleh ego
sektoral dan pertimbangan perimbangan pembwan keuntungan
ekonomi. Terlibatnya pelaku-pelaku di luar aparat negara terjadi
melalui "koordinasi tahu sama tahu” diperkuat melalui negosiasi
identitas, membangun jaringan dengan pejabat dan tokoh politik.
Selain itu ada aktor-aktor in absentia (umumnya oknum militer). Pada
kasus tertentu ada kerja sama dalam hubungan pelaku-pelaku
berdasarkan kepentingan dan solidaritas di kalangan tertentu,
terutama yang meng-identifikasi diri sebagai kelompok marginal
dalam kebijakan nasional.
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